WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BLITAR,
bahwa untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi
dan tanggung jawab Inspektorat secara kompeten,
independen, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan,
perlu ditegaskan komitmen Walikota Blitar tentang
pentingnya fungsi pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar;
bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Ketua
Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Audit Intern
Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021
tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia,
maka piagam audit intern Pemerintah Kota Blitar perlu
diperbarui; dan
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Piagam

Audit Intern Pemerintah Kota Blitar.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



10.

11.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



Memperhatikan
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Inspektorat Daerah(Lembaran Daerah
Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Pedoman Kode Etik, Standart Audit Dan
Telaah Sejawat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 45};]

Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi

Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-



01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern

Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

A S o e

10.

11.

Daerah adalah Kota Blitar Propinsi Jawa Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Walikota adalah Walikota Blitar

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar.

Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Blitar.

Piagam Audit (Internal Audit Chartert) adalah dokumen formal yang
menegaskan komitmen Walikota Blitar terhadap arti pentingnya fungsi
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung
jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP,
adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggung jawab langsung kepada
Walikota.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP,

adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan yang
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13.

14.

(1)

(2)

dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan [tata kepemerintahan Bfang baik.

Auditor adalah Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang mempunyai Jabatan
Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan
hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan
pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang
disingkat PPUPD adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab dan
wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan konkuren.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan
pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup
pengawasan bagi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan
internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:



(1)

(2)
(3)

a.

memberikan penegasan dan komitmen dari Walikota tentang
pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

. memberikan [diskripsi\ dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan

pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung
jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan
pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat
mendorong kerjasama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL
PASAL 3

Piagam Audit Internal memuat:

a.

i
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Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah;

Visi dan Misi Inspektorat Daerah;

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah;

Kewenangan Inspektorat Daerah;

Tanggungjawab Inspektorat Daerah;

Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah;

Kode Etik dan Standar Audit APIP;

. Persyaratan Auditor dan PPUPD;

Larangan Perangkapan Tugas dan Wewenang Auditor dan PPUPD;
Hubungan Kerja dan Koordinasi;

Penilaian /Evaluasi Berkala; dan

Pengawasan Manajemen dan Dukungan terhadap Kegiatan

Inspektorat Daerah.

Piagam Audit Internal ditandatangani Walikota.

Isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
[Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018
tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.\

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di :  Blitar
Pada Tanggal

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN



